BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.817, 2017 KEMENHUB. Penyelenggaraan Angkutan Udara.
Perubahan Kesepuluh.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara, telah diatur mengenai Penyelenggaraan
Angkutan Udara;

b. bahwa untuk memberikan kemudahan serta
mendorong perkembangan iklim usaha penerbangan,
perlu menata kembali mekanisme penerbitan izin
rute;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Udara;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian = Perhubungan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 38 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kesembilan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 732);

S. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kmenterian Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.
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Pasal I

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan

Menteri Perhubungan:

a.

Nomor PM 77 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1901);

Nomor PM 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 6);

Nomor PM 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 293);

Nomor PM 68 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 498);

Nomor PM 159 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1592);

Nomor PM 177 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1770);

Nomor PM 40 Tahun 2016 tentang Perubahan

Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
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KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 559);

Nomor PM 56 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 696);

Nomor PM 38 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kesembilan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 732),

diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal
32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Badan Usaha  Angkutan Udara  dapat
mengajukan permohonan izin rute penerbangan
kepada Direktur Jenderal.

(2) Permohonan izin rute pada rute penerbangan
yang sudah ditetapkan dalam lampiran surat
izin usaha, harus melampirkan:

a. rute penerbangan yang telah ditetapkan
dalam lampiran surat izin usaha;

b. jadwal penerbangan (nomor penerbangan,
jam keberangkatan dan kedatangan serta
hari penerbangan) yang telah mendapat
rekomendasi alokasi ketersediaan waktu
terbang (slot time) pengelola/koordinator
slot sesuai dengan jam operasi bandar
udara;

c. jenis dan tipe pesawat, utilisasi penerbang
dan rotasi diagram pesawat udara yang

dioperasikan;



(3)

Di
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d. rencana kesiapan penanganan pesawat
udara, penumpang dan kargo di bandar
udara yang akan diterbangi; dan

e. kemampuan teknis operasi bandar udara
dari Direktorat teknis terkait.

Terhadap permohonan izin rute pada rute

penerbangan yang belum ditetapkan dalam

lampiran surat izin wusaha, Badan Usaha

Angkutan Udara harus mengusulkan rute

penerbangan dimaksud dalam lampiran surat

izin usaha angkutan udara niaga.

Direktorat Jenderal Perhubungan  Udara

melakukan evaluasi terhadap permohonan dan

persyaratan yang dilampirkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Direktur Jenderal dapat menerbitkan izin rute

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

Direktur Jenderal dapat menolak permohonan

izin rute paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

setelah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan.

antara Pasal 32 dan Pasal 33 ditambahkan

ketentuan Pasal 32a yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 32a

Permohonan izin rute pada rute penerbangan
yang belum ditetapkan dalam lampiran surat
izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (3) dapat diajukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. menyampaikan rencana usaha (business

plan) penambahan dan/atau perubahan

rute paling lambat 1 (satu) bulan sejak



